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TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

TAHUN 2022

Menimbang

BUPATI HALMAHERA BARAI

: a. bahwa dalam rangka menjamin terpeliharanya keamanan, ketenteraman, dan
keteftiban masyarakat, sefta untuk menjaga terciptanya stabilitas Nasional di
Daerah, perlu dilakukan upaya secara intensif, koordinasi antara pimpinan
Daerah di Kabupaten Halmahera Barat;

b. bahwa berdasarkan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa untuk menunjang
kelancaran pelaksanaan urusan Pemeritah, perlu dibentuk Forum Koordinasi
Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan keputusan Bupati Halmahera Barat tentang
Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Halmahera Barat
Tahun 2022;

: 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang
Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantra
Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-
Undang;

2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara,
Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula,
Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku
Utara;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

tanggungjawab keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan

antara Pusat dan Daerah;
8. Udang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan
Dini masyarakat di Daerah;
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or 11 Tahun 2011 tentang Komunitas

r 80 Tahun 2015 tentang pembentukan

Peraturan Menteri
Teknis Pengeloaan
Peraturan Daerah B
Perubahan Atas peraturan Daerah Nom 6
dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Harmahera Barau
Peraturan Daerah Kabupaten Harmahera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentangAnggaran Pendapatan dan Beranja Daerah Tahun nngjaran 2o2z;
Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2a rarrun iozl tentang perubahan
Ketiga Atas peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2bt6 tentang
Struktur Organisasi perangkat Daerah; '

Peraturan Bupati Harmahera Barat Nomor 2 Tahun 2oz2 tentang penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Beranja Daerah Tahun nnggiLn 2022;

.supt Usulan Kepara Badan Kesatuan Bangsa dan poritik Daerah Kabupaten
Halmahera Barat Nomor : 070109/BKBpD/r/2022 perihal pengusuran ir
FORKOPIMDA.

MEMUTUSKAN

:

: Membentuk Forum Koordinasi pimpinan Daerah (FoRKopIMDA) Kabupaten
Halmahera Barat rahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.: Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) sebagaimana dimaksud
Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut i1' Membina dan memelihara ketenteiaman dan ketertiban masyarakat terhadap

kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas Nasional dan sta'bititas Dierah di
_ Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
2. Mengamankan pelaksanaan kebijakan Nasional dan Kebijakan di Daerah

Kabupaten Halmahera Barat;
3' Membahas masalah aktual di Kabupaten Halmahera Barat yang berpotensi

mengancam stabilitas Nasional di Daerah, baik yang direkomendasikan oleh
komunitas intelijen Daerah, tim terpadu 

'penanganan 
gangguan konftik dan

forum kewaspadaan Dini masyarakat maupun riasalah-att-uit vang diaiul6n
9!eh unsur pimpinan satuan kerja Kabupaten Halmahera Barat;4' Memberikan masukan kepada Bupati dalam menentukan kebijakan Daerah dan
menyikapi setiap persoalan dan perkembangan keadaan dalam OerUagaiaspek
kehidupan sosial, masyarakat, Bangsa, dan Negara di Kabupaten nltmarrera
Barat;

5' Menfasilitas hubungan kerja FORKOPIMDA dengan pemerintah Daerah
Kabupaten Halmahera Barat dan hubungan antaia instansi di Kabupaten
Halmahera Barat;

6. Memberikan rekomendasi sebagai. bahan pertimbangan bagi Bupati mengenai
kebijakan yang terkait dengan deteksi dini dan 

-peringatan 
dini terhadap

ancaman stabilitas Nasional dan stabilitas Daerah di Ka-bupaten Halmahera
Barat; dan

7. Melapor pelaksana tugas kepada Bupati secara periodik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimakud dalam Diktum Kedua,
FoRKoPIMDA Kabupaten Hatmahera Barat melaksanakan rapat kerja 

'secara

periodik setiap bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan fenutJnan Oan
diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;
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Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah lGbupaten Halmahera Barat
Tahun 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada Tanggal

: Jailolo

qUari 2022

BARAT,

Tembusn dinmpikan kepada yth 
z

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Kesatuan Bangsa dan politik
Departemen Dalam Negeri di Jakarta,

Gubernur Maluku Lltara di Sofifi,
Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat diJailolo,
InspeKur Inspekorat Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
Kepala BPKD Kabupaten Halmahera Barat diJailolo,
Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

2.

3.

4.

5.

6.

,AMES UANG
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LAMPIRAN

TENTANG

: KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR , 4B"c / KPTS 1l I 2022
TANGGAL : 17 Sruog 2022

: DAFIAR SUSUNAN KEANGGOTMN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
(FORKOPIMDA) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2022

RA BARAT,

NO JABATAN DALAM FORUM
KOORDINASI PIMPINAN
DAERAH (FORKOPIMDA)

JABATAN DALAM DINAS HONORARIUM
PER BULAN

KET

t Kmrdinator 1. BUPATI HALMAHERA BARAT Rp, 15.000.000

2 Sekretaris 2. SEKRETARIS DAERAH Rp. 12.000.000

3 Anggota Tetap 3. WAKIL BUPATI HALBAR Rp. 12.000.000

4. KETUA DPRD KAB. HALBAR Rp. 12.000.000

5. KAPOLRES HALMAHERA BARAT Rp. 12.000.000

6. DANDIM 1501 TERNATE - HALBAR Rp. 12.000.000

7. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI Rp. 12.000.000

B. KETUA PENGADII-AN NEGERI Rp. 12.000.000

9. KETUA PENGADII.AN AGAMA Rp. 12.000.000

r.0. DANYONTF RK732l BANAU Rp. 12.000.000

I.1. WAKIL KETUA I DPRD KAB. HALBAR Rp. 12.000.000

I.2. WAKIL KETUA II DPRD I(AB. HALBAR Rp. 12.000.000

4 Anggota Tidak Tetap

1. Asisten Bidang Pemerintahan & Kesra SeUa
Kabupaten Halmahera Barat

Rp. 3.500.000

2. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan
Pengembangan Daerah. Kab.Halmahera Barat

Rp. 3.s00.000

3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab.
Halmahera Barat

Rp. 3.s00.000

5 Ketua Pelaksana Harian
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan politik Daerah
Kabupaten Halmahera Barat

Rp. 3.500.000

6 Sekretaris Pelaksana Harian Kepala Bidang Bina Ideologi dan Karakter Bangsa Rp. 2.000.000
7 Anggota Pelaksana Harian 1. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial

Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan
Rp. 1.000.000

2. Kepala Bidang Politik Rp. 1.000.000

3. Kepala Bidang Konflik Rp. 1.000.000

4, Agen Rp. 1.000.000
5. Pranata Komputer Rp 1.000.000

6. Perencanaan Rp. 1.000.000

7. Pengelola Administrasi Umum Rp. 1.000,000

B. Pengelola Data Intelijen Rp. 1.000.000

9. Bendahara Kesbangpolda Rp. 1.000.000

10. Pengemudi Rp. 1.000,000

Asisten. Bid, Pemr & Kesra

Kabag Hukum & Orgs

JAMES UANG
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